NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAERAH KHUSUS JAKARTA

DAN

PEMERINTAH PROVINS| DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

TENTANG

PEMBENTUKAN POS BANTUAN HUKUM KELURAHAN
DI WILAYAH KOTA ADMINISTRASE JAKARTA SELATAN

NOMOR '\ AD-¥r 04 pi-33%
NOMOR : 1686/PU.00.04

Pada hari ini Jumat, tanggal tiga puluh satu bulan Qktober tahun dug ribu dua puluh iima
{(31-10-2025), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

| ROMIYUDIANTO

Il. M. ANWAR

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Khusus
Jakarta yvang berkedudukan di Jalan M. T. Haryono Nomor 24
Cawang, Kota Administrasi Jakarta Timur,

Dalam hal ini menjalani jabatannya tersebut, berdasarkan Surat
Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor M. HH-
85.KP.03.03 Tahun 2024 Tentang Pemberhentian Dari Jabatan
Manajerial Dan Non Manajerial serta Pengangkatan Dalam
Jabatan Manajerial Di Lingkungan Kementerian Hukum, oleh
karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah
Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakarta.

Untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

. Walikota Kotla Administrasi Jakarla Selalan yang berkedudukan

di Jalan Prapanca Raya, Petogogan, Kebayoran Baru, Kota
Administrasi Jakarta Selatan,

Dalam hal im bertindak menjalani jabatannya sebagaimana
tersebut di atas berdasarkan Surat Kuasa Khusus Gubernur
Daerah Khusus |bukota Jakarta tanggal 31 Oktober 2025, ocleh
karenanya sah berlindak untuk dan atas nama Pemerintah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.



PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjuinya secara bersama-sama dalam Nota
Kesepakatan ini disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA
PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikul:

&

PIHAK KESATU adalah Kantor Wilayah Kemeanterian Hukum Daerah Khusus Jakarta
yang melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dalam wilayah Provinsi
yaitu melakukan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan kerja sama,
pemantauan, evaluasi, pembudayaan hukum, penyuluhan, konsultasi, dan bantuan
hukum

PIHAK KEDUA adalah Unsur Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas membantu
Gubermur dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum dan memiliki fungsi
salah satunya sebagai penyelenggara pengelolaan hukum, ketatalaksanaan, dan
pelayanan publik di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selalan.

bahwa untuk meningkatkan akses keadilan bagi masyarakat, khususnya masyarakat
miskin dan kelompok rentan, seria mendukung pelaksanaan bantuan hukum secara
merata, PARA PIHAK peru barsinargi dalam penyelenggaraan Pos Bantuan Hukum
{Posbankum) di tingkal Kelurahan Wilayah Kola Administrasl Jakarta Selatan,

Berdasarkan hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-
masing, PARA PIHAK seluju dan sepakal untuk melaksanakan MNota Kesepakatan
tentang Pembentukan Pos Bantuan Hukum Kelurahan di Wilayah Kota Administras|
Jakarta Selatan, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai benkut:

Pasal 1
DEFINISI

Dalam Mota Kesepakatan ini yang dimaksud dengan:

(&

Paralegal adalah setlap orang yang berasal dan komunitas, masyarakat, atau
Pemberi Bantuan Hukum yang telah mengikuti pelatinan Paralegal, tidak barprofesi
sebagal advokat, dan tidak secara mandiri mendampingi Penerima Bantuan Hukum
di pengadilan.

Mon-Litigasi adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan.

Cerlified Paralegal of Legal Aid (CPLA) adalah gelar non-akademik bag paralegal
yang telah menyelesaikan pendidikan dan pelathan sesual standar seria
memperoleh sertifikat resmi dari Badan Pembinaan Hukum MNasional {(BPHN),
Kementerian Hukum Republik Indonesia sebagal pengakuan kompetensi dalam
pemberian bantuan hukum non-litigasi.

Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN} adalah unsur penunjang di
lingkungan Kemeanterian Hukum Republik Indonesia yang berlugas merumuskan,
membina, dan mengembangkan sislem hukum nasional, lermasuk penyuluhan,
bantuan hukum, serta pembinaan paralegal.

Surat Tanda Register (STR) adalah tanda bukti resmi yang diterbitkan oleh Kantor
Wilayah Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakarta bagi paralegal atau Pos
Bantuan Hukum di kelurahan yang telah terdaftar, sebagai legitimasi pelaksanaan
tugas pemberian bantuan hukum kepada masyarakat,



6. Pos Bantuan Hukum Kelurahan yang selanjuinya disebut Posbankum Kelurahan
adalah layanan hukum secara gratis yang diberikan kepada masyarakat kelurahan
oleh paralegal kelurahan.

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Mota Kesepakatan inl dimaksudkan sebagal pedoman bagl PARA PIHAK dalam
menyinergikan pembentukan Posbankum Kelurashan di Wilayah Kota Administrasi
Jakarta Selatan.

(2) Nota Kesepakatan Ini bertujuan untuk memanfaatkan dan menyinergikan
kemampuan dan sumber daya PARA PIHAK dalam memberikan layanan bantuan
hukum kepada masyarakatl kelurahan secara gratis, cepat, dan tepat sasaran di
Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Pasal 3
DOBJEK DAN LOKASI

Objek dan lokasi Nota Kesepakatan ini adalah Pembentukan Posbankum Kelurahan di
Wilayah Kola Administrasi Jakarta Selatan

Pasal 4
RUANG LINGKUP

Fi'.uang lingkup Mota Kesepakatan ini, meliputi:

penetapan Posbankum Kelurahan;

pendidikan dan sertifikasi Paralegal;

penyiapan sarana dan prasarana;

penyiapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Posbankum Kelurahan,
pelaksanaan Posbankum Kelurahan; dan

sosialisasi hukum kepada masyarakat.

meanow

FPasal 5
TUGAS DAN TANGGUNG JAWARB

PARA PIHAK memiliki tugas dan tanggung jawab dalam melaksanakan ruang lingkup
Mota Kesepakatan ini, sebagaimana terluang dalam Dokumen Rencana Kerja yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Paszal 6
PELAKSANAAN

(1) Pelaksanaan MNota Kesepakatan Ini dituangkan dalam Dokumen Rencana Kerja
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Nota Kesepakatan ini.

(2) Untuk menindaklanjuti Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

PIHAK KESATU menunjuk;
a. Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kantor
Wilayah Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakarta; dan

b. Penyuluh Hukum



(3} Untuk menindaklanjuti Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

PIHAK KEDUA menunjuk;
a. Kepala Bagian Hukum; dan
b. Lurah.
Pasal 7
JANGEA WAKTL

(1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani
PARA PIHAK.

(2) PIHAK yang bermaksud memperpanjang Nota Kesepakatan wajib memberitahukan
secara terfulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka
wakiu Mota Kesepakatan ini berakhir.

Pasal 8
PEMEIAY AAN

Biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Megara (APBN), Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah {APBD), dan/atau sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak
mengikal sesual dengan ketenluan peraturan perundang-undangan sesual rencana kerja.

Pasal 9
KERAHASIAAN

(1) PARA PIHAK sepakal unluk menjaga kerahasiaan segala data, informasi dan
keterangan yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini,
kecuali informasi yang sifainva sudah dikefahui oleh umum atau sepalulnya
dikategorikan sebagai informasl yang dapat diketahui oleh masyarakal luas atau
berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

(2) PARA PIHAK tidak akan membuka kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
kepada pihak lain manapun tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.

(3} Kelentuan kerahaslaan sebagaimana dimaksud pada avat (1) dan ayat (2) akan terus
berlangsung dan mengikat PARA PIHAK, meskipun Nota Kesepakatan ini berakhir.

Fasal 10
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

(1) PARA PIHAK sepakal melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Nota
Kesepakatan ini secara berkala paling sedikit setiap 1 (satu} kall dalam setahun
dan/atau apabila sewakiu-wakiu diperiukan sesuai dengan kesepakalan PARA
FIHAK.

I2) Hasll pemantauan dan evaluasl sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam
bentuk laporan pemantauan dan evaluasi untuk menjadi laporan barsama PARA
PIHAK sebagai bahan masukan untuk merancanakan sinerg! program selanjutnya,



Pasal 11
KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

{1) Apabila terjadi hal-hal di luar kemampuan PARA PIHAK atau disebut dengan keadaan
kahar seperi antara lain tetapi fidak terbatas pada bencana alam dan non-alam,
kebakaran, perang, huru-hara, embargo, pemogokan, epidemi, sabotase yang
mengakibatkan Isi Nota Kesepakatan ini fidak dapat dilaksanakan baik sebagian
maupun seluruhnya maka PARA PIHAK akan menyesuaikan isi Nota Kesepakatan
ini dan apabila tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian, masing-masing
PIHAK tidak akan mengadakan tuntutan apapun dan kerugian yang timbul karenanya
akan diselesalkan secara musvawarah oleh PARA PIHAK demi tercapainya
penyelesaian yang sebaik-balknya.

(2) Dalam hal terjadi keadaan kahar, maka PIHAK yang terkena keadaan kahar harus
memberitahukan secara reami dan tertulis kepada pihak lainnya selambal-lambainya
14 (empal belas) hari kerja lerhitlung sejak terjadinya keadaan kahar.

{3) Apabila dalam waktu 14 {empat belas) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan
tersebul tidak ada langgapan darl PIHAK penerima pemberitahuan, maka adanya
keadaan kahar tersebul dianggap telah disetujul.

Pasal 12
PENGAKHIEAN MOTA KESEPAKATAN

(1) Nota Kesepakatan ini berakhir apabila:
a. PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri Mota Kesepakatan sebelum jangka
walktu berakhir; dan

b. Terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan yang tidak
memungkinkan berangsungnya Nota Kesepakatan ini.

{2} Berakhirnya Mota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b
dituangkan dalam Berila Acara Pengakhiran Kesepakatan yang ditandatangani oleh
PARA PIHAK.

Pasal 13
SURAT MENYURAT

(1) Segala pemberitahuan terkait dengan pelaksanaan Mota Kesepakatan ini harus
disampaikan secara tertulis dan dapat disampaikan melalul surat, surat tercatat,
dan/atau surat elektronik kepada PARA FIHAK sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU
Pejabat Penghubung Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan
Pembinaan Hukum Kantor Wilayah Kementerian
Hukum Daerah Khusus Jakarta

Alamat - Jalan MT, Haryono Nomor 24 Cawang, Kota
Administrasi Jakarta Timur

Nomor Telepon (021) 8090704

Surat Elektronik > kanwildki@kemenkum.go.id



b. PIHAK KEDUA

Pejabat Penghubung . Kepala Bagian Hukum Kota Administrasi Jakarta
Selatan

Alamat . Jalan Prapanca Raya, Petogogan, Kebayoran
Baru, Kota Administrasi Jakarla Selatan

MNomor Telepon : {021) 72789159

Sural Elektronik . walikota-jakselfhjakarta.go.id

{2} Segala pemberitahuan dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan MNola
Kesepakatan ini dilaksanakan dalam bahasa Indonesia.

{3) Dalam hal terdapat perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada
ayal (1). perubahan tersebut wajib diberitahukan secara teriulis kepada PIHAK
lainnya paling lambat 7 {tujuh) har kerja sebelumnya.

(4) Apabila tidak ada pemberilahuan secara terlulis, maka alamat yang tercantum pada
ayat (1) secara hukum adalah alamal yang sah dan berlaku,

Pasal 14
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setliap perselisihan, pertentangan, dan perbedsan pendapat yang timbul sehubungan
dengan MNota Kesepakatan ini diselesaikan teriebih dahulu secara musyawarah dan
mufakat PARA PIHAK.

Pasal 15
PERUBAHANIADENDUM

Setiap perubahan dan/atau penambahan yang akan dilakukan serla hal-hal yang belum
cukup diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur lebih lanjut dengan persetujuan
tertulis dari PARA PIHAK dan dituangkan dalam bentuk Perubahan/Adendum yang
merupakan bagian yang fidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nola Kesepakatan [ni dibual dan ditandatanganl di Jakarta, pada hari dan
tanggal tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) masing-masing barmataral cukup dan
mempunyal kekuatan hukum yang sama.

. PIHAK KEDUA,
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JADVAL TAHLIN TUGAS DAk TANGEEUNE JAWAE
PROGRAM / TAHAP AN SUMBER PIHAK KESATL PIHAK KEDUA
no fEgiaran | weciaran | Lokasif SORRER b dnadanarzoag PENANGEUNG KEGIATAN FENANGGUNG i OUTEUT OUTCOME
SJAWWAR JAWAS EGIATAM
i1) i2] 14) (4] (5} 161 (73] 48} ] (8} (10} (1] 12} [13) [14) (15}

1, | Penstapan 1. Menatapkan Dkl APEMN VW Y[ Y | Panyulih 8. Memberikan Surst Lurah Mengusulkan [okasi 8. Terseda@nys okasi Tarwujudnya
Poshankum lokas Jakars Hadkurn Tanda Registar |(STR) Poskankum Kelurahan Poshankum Kalurahan Posbankum
Hadrahan Fosbankum kepada Lurah yang kepacdks PIHAK KESATU | b. Tersedianya dasar Kelurahan sesrd di

Kehurahan letah mambenik dan yang disasusikan legal fasmal sotiap kelurahan
menatapkan dengen ketérsediaan pembeniukan uniuk mermucdshkan
Poshankum Kelurahar tesmpat di wikayash Posbankum Kelurahan masyarakal
keduraihan dengan Penetapan mangaksas bantuan
Kepala Kanlor Puikurm
Wilsyah Kermanterian
Hukurn Daarah
Khuzus Jakarta
Panyuluh b.henataphkan Dhitefap kamnya Tarsn-diang,.-a dasar
Hukum pambeniukan pambenbekan heubLim reami bagi
Posbankum Kelurahan Posbankum Kekirshan | peermebonsg ren
dengan Kepaliissn malalui Surad Posbankum
Kipala Kandor Wilayah Fapuiusan Kapala Kelurahan i
Hukurm Daensh Kantar Wilkayah witayah DK Jakaria
Kl Jakarda Famenbenizn Hukum
Daerah Khusus Jakaria




JADWAL TAHUN TUGAS DAMN TAWNGEUNE JAWAR
FROGRAM { TAHAPAN SUMBER PIHAK KESATU PEHAK KEDLIA ;
Ol keGiaTaN | wkeewtan | MPMAST) Tpana boos EGBEIE‘DETEGH' PENANGGUNG KEGIATAN PENANGGUNG KEGIATAN e P
JAWAR JAWAR
1 {2} 3 (&) {5) (6] | (7)) (8} () {10 (11 i12) {13} 114) (15]

2. Menyusun Dk APBN vl v v [ | Penyuluh Manyusun dan Lurah Mambarikan masukan | Tersedanya ketentuan | Tarsedianys calon
pErsyarakey Jakarta Hukym menatapkan tarkail kempelens porsyaratan paralegal yang
kermpetensi parsyaratan danatau kuslifikasi kompetens! dan/etau rmemiliki hompetansi
dan’atau kormgstensl daniaau calon Parslegal kepada | kualifkasi Kadarkem daniakay kualifikas|
kuakfikasi calon kualifkas cakon PIHAK KEESATL calon Paralegal yang sesuai
Paralagal Paralegal perdasarkan kondisi ketantizan

wilayah

1. Menetapkan Ll AFEM 1] v | Y ¥ | Panyuluh Menarbitkan nam:a Lazrah Mengusulkan calon Ditetapkannys nama Tersedianya daftar
Calon Paralegal | Jakana Hukum calon Paralegsl sesuai Paralsgal sesual calon Paraiegal vang calon Paralegal
segual katantuan petunjul teknis BIHAE divusulkan oleh ream| & sefiap
parsyaratan RESATU kelurahan dar kelurahan, yang
¥ang diteniuban diterbitkan okeh PIHAK | siap mengikuli

KESATL easua| proses pafatihan
ketantiian dan dapal
mietdukung
pedayanan bantuan
hushum bagi
MmiaEyarakl
2 | Pendidikan velenggarakan | DKI APBHN v | v [ ¥ [% | Penyuluh a Membedkan Kepala Bagian | Memberikan Terlakeananys Tersedianya
dan =serfikasl pendidikan dan Jakarda Hukin pandidikan dan Hukm pendampingan dalam pendidikan dan Paralegal yang
Paralagal gt iflkass unbuk pelatihan kepada pelaksanamn serifikas] Kadarkum mamiliki kompetansi
manjadi Peralagal Paralegad parvdidikan dan dandatay kompanzn dan lagitimasl wnbuk
sarifikasi Paralegal masyarakat lainnya rekaksanakan
wang disekenggara e selaln Aparabur Sipe tugas
akeh PiHAK KESATL Megara, Tentaa
Magional Indonasia,
Kepolisian Megara
Fopubilik Indonasia,
dan Advokiat
Peryuluh b Mengoordinasikan Terselanggaranya Tensujucnya
Hulkum dangan BPHM terkad kieardinasi dengan pelaksanaan
aspek Bknig BPHM lerkai azpek serifikas Pamalegal
sorrikas) CPLA tekniz palaksanaan yang terarah dan
{Cenified Faralegas senfifikasi CPLA selaras dengan
of Legal Ald) kebijakan BPHMN
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JADWAL TAHLIN TUGAS Dk TAMGEUNG JaaE
FPROGRAM | TAHAFAN SUMBER PIHAK KESATL PIHAK KEDLIA
NO| Yeaatan | weowran | LoRasi| SoE | adazrtan FENANGEUNG KEGIETAN PENANGEUNG e s dla ENTLEINE
JANWAR JAWAE
(1] (2} (3 4] 5] {63 | (7} {81 | (@) (10] (11} 412 (13] (14] (15}
Py . Menerbitkan Karfu Teshitriya Karhy Tersadianya
Hukurm ldentitas sera Surat Identitas dan Surat legitirnas| bags
Tugas Paralagal Tugas bagl Paralegal Paralegal dalam
yang talah mengikuti membeariian
pendidikan dan palayanan bantuan
gedilkasi hubum di Eelurahan

3 | Penyiapan Memrdakan (]9} aFBD 4 4y U Pamyuluh Mamberikan dukwngan | Lurak Memyadiakan ruangan Teraksananya Tersediarnya sarana
sarana  dan | ssrans dan dakana HukiLirr leknis, koordinasi, dan Posbankum di wiayah | penyedizan sarans dan | dan prasarana
prasarana prasarana fisik rekomendasi standar Kelumahan guna prasarana fsik Posbankum

Posbanhkium kebuduhan sarana mendukung kegiatan Posbankum Kelurahan | Kelurahan vang
Kaluraian Posbankurm Kaelurahan Paralagal uritul mendukug memadai sehingga
kegatan Posbankum keglatan pembaorian
Kelurahan Bsainbuwan hukum
dapat barjalan
kil .

4. | Penyiapan Panyiapan S0F Dkl AFPEMN v | 4] 4 | ¥ | Penyuluk 8. Membual S0P Lurah a Memban masuksin Tarlakeananya Tersadianya S0P
Standar Posbankum Jdakara Hukurm pamyelanggaraan dalam penywusunan pekn@nan Posbankum | Posbankum
Cparagional Hahurahan Posbankum S0 okeh PIHAK Kelurahan sesual S0P | Kelurahan sebagsi
Frosedur Kalurahan sasuah KESATU yang dilefaphan panduan
508 katetuan yang palaksanaan
Pashankum berlahu pelayanan
Hafurahan Pasbankum

Kelurahan kepads
Tﬂ&ﬁrafﬁlka'd
Pyl b. Melakukan Lurah b. Panyampaian susat Tarsedianym Terlaksanary:a
Hikum pemberan rujukan parmoangn rujukan | mekanisme uukan EHENAN QAN
hagi Poshankem dari Posbankum begl Foshankum parkara ftigasi
kelurahan Kieluahan kepada Kelurahan dalkam secara tepal dan
uniluk senokieta Kantor Wilayah penanganan sengkela | sesuai kelentuan
hukum yang RKemenedan Hukum | hukum yang mengarah | yang berdaku
mengarah pada Dimersh Khusus pada Bigasi
litagasi baik obah Jakarta apahila
achiokat yang tendapat sangketa
lengabung dalam hukum yang
Prmberi Bantuan mengarah pada
Hukum terakraditasi litigasi
mapn Advokal
ang bergabung
dalam Ongansasd
Advokal




JADWAL TAHUN

TUGAE DAN TANGGEUNG JAWAR

PROGRAM / TAHAPAN SUMBER FIHAK KESATU PIHAK HKEDUA
MO KEGIATAN KEGIATAN | “OFA1) "oana [z02s EDZﬁlzuz? 2028 PENANGGUNG KEGUATAN PENANGGLUNG ————— QIR RTTORE
JAWAR JAWAB =
(1] (2) (3] {4} (5] 1) ] (7)) 8| (8) (10 LA (12] (131 = {14 = i15)
Kepala Divisi . Mematapkan S0P Kepala Baglan . Mengrima salinan Citetapkannya SOP Tersalanggaranys
Peratunan panyalanggarasn Hukum Hatatapan S0P penyeknggaraan Posbankum
Peruridang- Poabankum penyelenggaraan Postankum Kelurahan | Kelurahan
undangan dan Kelurahan Poshankum berdasarkan
Pemonasn Halurahan prosedur yang
Hukurm Kantor terstandar dan
Wiwah seragam di seluruh
Kementenan weilayah
H ukuirm
Daexrah
Khusws
Jamarls
Penyilih d.Memberkan STR Lurah d.Menarima ETR dan | Ditenmanye STR aleh | Tedaksanama
Hukirm kepada Lurah di PIHAK KESATUW dan | Lurah sebagai desar pelayanan dan
kelurahan yang mendukung pelaksanaan operasional
ditetapkan pelaksansan Posbankum Kelurahan | Posbankum
penatapan Kelurahan sasual
Posbankum kefentusn pang
Halranan Berlaku
5. | Palaksanaan | Malakzanakan DK APEM N “ol W | Penyuluh d.Mambarkan Lurah Mekkukan Terdaksananya bovanan | Tersedianya
Posbankum Emyanan Jakaria Hukurm pendampingsn alas pamantawan (amansn Banluan hukum bagl layaman
Relurahary pemberian pelaksanaan ol i g A masyarakal melahks Poasheankorm
Basiuan hukum pamerian baniuan perdampingan Pasbankum Kelurahan | Kelurahan yang
Bagi masyarakal PiLikous exlesn, pemberian bariuan efektif dan
melalul Faralagal hukurm olah Paradegal berkelanjutan
Poahankum yang dilakukan aleh sehingga
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